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MOTTO 

 

“Allah SWT menjadikan ilmu bagi hati laksana air hujan bagi 

tanah. Sebagaimana tanah/bumi tidak akan hidup kecuali dengan 

curahan air hujan, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi 

hati kecuali dengan ilmu.” 
 

-Imam Ibnul Qayyim 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui apakah korporasi 

dapat menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media 

elektronik ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui pengaturan 

mengenai perlindungan hukum terhadap korporasi yang menjadi korban 

penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlebih lagi 

dengan problematika adanya SKB tentang UU ITE yang membatasi mengenai 

pelapor harus merupakan perseorangan pada kasus pencemaran nama baik. Hal 

tersebut menjadikan adanya konsep hukum yang kabur. Dengan latar belakang 

tersebut maka rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu pertama, korporasi 

apakah dapat menjadi dapat menjadi objek pencemaran nama baik dalam Pasal 27 

ayat (3) UU ITE dan kedua mengenai perlindungan hukum bagi korporasi sebagai 

korban penghinaan atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan 

pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pertama, 

korporasi yang berbadan hukum dapat menjadi korban tindak pidana penghinaan 

atau pencemaran nama baik dalam lingkup transaksi elektronik dan kedua 

mengenai perlindungan hukum bagi korporasi sebagai korban tindak pidana 

penghinaan atau pencemaran nama baik dapat ditempuh dengan jalur pidana yaitu 

diatur dalam KUHP dan UU ITE serta jalur perdata yaitu melalui gugatan perbuatan 

melanggar hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 dan 1372 BW untuk memperoleh 

ganti rugi. 

Kata Kunci: Korporasi, Korban, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Media 

elektronik 
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ABSTRACT 

This research aims to review and find out whether corporations can be 

victims of insult or defamation through electronic media reviewed from a criminal 

law perspective and to find out the arrangements regarding legal protection of 

corporations that are victims of insult or defamation through electronic media. 

Moreover, with the problem of the existence of a decree on the ITE Law that 

restricts the reporting must be an individual in a defamation case. This makes the 

concept of law blurred. Against this background, the formulation of the problems 

in this study is first, whether corporations can become objects of defamation in 

Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and secondly regarding legal protection 

for corporations as victims of insult or defamation in the scope of electronic 

transactions. This research is legal research with a conceptual approach and a 

statute approach. The results of this study are, first, corporate entities that are legal 

entities can be victims of criminal acts of contempt or defamation in the scope of 

electronic transactions and secondly regarding legal protection for corporations 

as victims of criminal acts of contempt or defamation can be pursued by criminal 

channels that are regulated in the Criminal Code and ITE Law and civil lines that 

are through lawsuits of unlawful acts as in Articles 1365 and 1372 BW for  get 

compensation. 

Keyword: Corporation, Victims, Defamation, Insults, Electronic Media 
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